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KEPUTUSAN WALIKGTA PALEMBANG

NOMOR 09 TAHUN 2003

TENTANG

PENGUJIAN MUTU TANAH, ASPAL BETON DAN
BAHAN BANGUNAN DI L ABORATORIUM

WALIKOTAPALEMBANG

Hemgz =

Menimpang © a  bahwa dalam rangka meningkatkan kuzlitas pekerjaan sipil dan tanggung
jawab prolesi setiap usaha jasa koristruksi dibidang tanah, aspal, beton
dan bahan bangunan, sejalan dengan Kepuiusan Menterl Pekerjaan
Umum Neimor 546/KPTS/1986 tentang Pedoman Tata Cara Penggunaar
Unit di laboratorium, perlu dilakukan pembinaan dan tata cara
pemungutan retiibusi pengujian mutu tanah, aspal, beton dan bahan
bangunan;

b. bahwa sciwbungan dengan huruf a, sesuai dengan surat Pimpinan
DPRD Kota Paiembang tanggal 29 Mei 2003 Nomor 183/284/DPRD/20G3
parihal Yercetuivan pengujian mutu tanah, aspal, beton dan bahan
bangunan di Laberatorium melalui pernetapan Keputusan Woalikota
~zlembang mendahului Peraturan Daerah, maka sambil menunggu
ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palembang yang mengatur urusan
tersebut, dapat dilaksanakan pengaturan arahan pelaksanaannya dan
tata cara pemnngutan retribusi pengujtan dimaksud;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur can ditetapkan
dengan Keputusan Walikota Palembang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 1l «lan Xotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara R

Tahun 19540 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nornor 18213,
2. Undang-uncang Norayor 22 Tahun 1397 tentang Pengelolaan

l.ingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1837 Nomor 68,

Tambahar Lembaran Negara Nomor 2699).

undang-undang Nomor 18 Tahun 1298 tentang Jusa Xonstruksi

(Lembaran llegara Rl Tahur 1998 Nomor 54, Tambanan Lembaran

Megara Noiror 3833).

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1899 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran NNegara RI Tahun 1888 Nomor 60, Tambahan Lemcaran
Negara Noryor 3839). \\k

5. Undang-undang Nomor 28  Tahun 1989 tentang Perimbangan ¢
Keuangan /ntara Pemerintan Pusat dan Daerab (Lembaran Megara Rl ‘{
Tahun 1996 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nemor 3848). N

8. Uindang-uncang Nomor 34  Tahun 200) tentang Perubahan Atas fv \
Jridang — udang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahy dan
Ratribusi Taerah (Lembaran Negara RI Tahun 20CQ Nomcr 246 D/g
Tarbahan Lismbaran Negara Nomor 4048).
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Peraturan Pemerintah Nomcer 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi ssbagai Daeraiy Otonom
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembarzn
Negara Nomor 3952).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang lJsaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Rl Talkiun 2C00 Nomor
63. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955). :
Peraturan Pemcrintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Panyelenggaraan
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara R Tahun 2000 Nemor 64, Tambahan
Lembaran Megara Nomor 3956).

Peraturan Femerintah Nomor 30 Tanun 2000 *entang Penyelenggaraan
Pembinaart Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor
65, Tambat.an Lembaran Negara Nomor 39857).

Peraturan F'emerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembarar' Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Ncoinor 4139).

Keputusan Fresiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 fentang
Teknik Peayusunan Peraturan Perundang - undangar, Rancangan
Peraturan tPemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran
Negara Resublik indonesia Tahun 1299 Nomor 70).

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor S46/KPTS/1986 tentang
Pedoman Tata Cara Penggunaan Unit Laboratorium.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nemor 1 Tahun 2000 tentang
Fedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.

Peraturain Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentanguy
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pckok, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dinas Daerah.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 31 Tahun 2002 tentang
Pembinaan dan Retribusi lzin Usaha Jasa Konstruksi.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PEMGUJIAN MUTU
TANAH, ASPAL, BETON DAM BAHAN EANGUNAN DI L ABORATORIUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pegal 1

Dalam Keput.san ini yang dimaksud dengan :

N -

Daerah a-ialah Kota Palunbang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah
Otonoin vang lein sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Kepala Cuerah adalah Walikota Palembang.

Wakil IKe< ala Daerah adelah Wakil Walikota Palembang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalan Dinas Peymukiman
dan Pras¢rana Wilayah Fota Palernbang.

Dinas Fondapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotz
Palembang.

Kepala flinas adalah Kepaia Dinas Perimakiman dan Prasarana Wilayah
Kota Palzmbang.

Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Perrnukiman cdan
Prasarar:a Wilayah Kota Palembang.



10.

11

12.

13.

14,

1S.

16.

v-17.

8.

19.

20.

21,

22,

23.

24

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputt peraeroan
terbatas, parseroan komandiiter, perseroan lainnya, badan usaha milik
regara atau Daerah dengan nama dan dalam bertuk apanun,
persckutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, \ayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dara pensiun, bentul: usaha tetap
serta badan usaha lainnya.

. Tarah adalah siruktur zat yang terjadi akibat dari pengendapan vahan-

bahan organik dan anorganik atai dari tumbuhani hewar: yang telah mati
yang dibantu dengan proses alam serta disinari oleh cahaya metahari
lama kelamaan akan membusuk dan hancur jadi tanah.

Aspal beton dan aspal minyak yang selanjutnya disebut Aspal adalah
bahan pengikat dalam konstruksi jalan yang diperuntukikan atas
komposisi campuran Hrs, Ajb, Ajbt dan lain-lain guna pekerjaan jalan
yang menggunakan bahan tersebut.

Beton adalah komposisi campuran air, samen, agregat kasar dan halus
yang diaduk secara baik (homogen) vang digunakan untuk pcekerjaan sigil
seperti bangunan gedung, jembatan atau pelataran yang berhubungan
dengan beton bertulang.

Bahan bangunan adalah bahan yang digunakan dalam perencanaan
suatu bangunan untuk pekerjaan teknik sipil meliputi baran bangunan
adalah batu bata, kayu, besi, agregat kasar dan halus.

Sondir adalah alat penetrameter dengan kapasitas 2,5 ton yang
cdigunakan untuk pemeriksaan kekerasan dan kepadatan suatu jenis
tanah yang diperuntukkan bagi pondasi dalam guna pembangunan atau
perencanaan atau perencanaan gedung bertmgkat jembhatan dan lain-
Lain.

Job mix formula adalah pekerjaan awal dan merencanakan campuran
hotmix, Hrs, Alb agar komposisi-dari campuran tersebut dapat mengikat
spesifikasi yang telah ditentukan campuran agregat kasar dan halus, filter
dan aspal.

Mix design adalah pekerjaan awal dalam merencanakan zampuran beton
sesuai dengan komg osisi dan karakteristik beton yang diharapkan.
Mobilisasi alat adalah menyiapkan dain membawa alat-alat loboratorium
dan bahan-bahan keperluan lainnya ke lokasi proyek yang akan
dikerjakan sehingga dapat dilaksanzkan pengujian mutu tanah, aspal,
beton dan bahan bangunan sesuai dengen persyaratan teknis yang
berlaku.

Retribusi adalah pungutan atas pengujian mutu tanah, aspal, beton dan
bahan bangunan oleh Femerintah Daerah kepada sstiap orang atau
badan yang telah rnemiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Ketribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip korrersial
karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Waijib retribusi adaiah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
wakti bagi wajib retribusi unfuk memanfaatkan tempat khusus retribusi.
Surat Pendaftaran Obyek Retiibusi Daerah yang salanjutnya dapat
cgisingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi
untuk meloporkan obyek retribus' dan wajib retribusi cebagai dasar
penghituriyjan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturar
perundang-undangan retribusi Daerah.

Retribusi pengdjian mutu tanah, aspal, beton dan bahar bangunan yang
selanjutrivia  disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan
penyediaan fasilitas di lakoratorium.



25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya depat disingkat
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah
retribusi yang terhutang.

26. Surat Ketetapan Retribusi Caerah Kurang Bayar Tambahan untuk
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumiah retribusi yang telah ditetapkan.

27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran rehicusi karena jumiah kredit retribusi lebih besar
dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

28. Surat Tagiharn Refribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD acalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda.

- 29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dar:
SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

30. Pemeriksaan adalah  sarangkaian  kegiatan  untuk  mencari,
mengumputkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam
rangka pengiwasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Dacrah
berdasarkan peraturan peruridang-undangan retribusi Daerah.

31. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oieh Fenyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang
selanjutnya disebut Penyidik, untulc rmencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terzng tindak pidana dibidang retribusi
Daerah yang terjadi serta menemukanr tersangkanya.

BAB li
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Pembinaan atas pengujian mutu tanah, aspal, beton dan bahian bangunan
dimaksudkan sebagal arahan, pedoman dan pengawasan bagi setiap
kegiatan pengujfan mutu tanah, aspal, beton dan bahan banguneu dJi
laboratorium dalam Daerah.

Pasal 3
Pemberian arahan, pedoman dan pengawasan sebagaimena dimaiksud
Pasal 2 Keputitsan ini, bertujuan agar inutu tanah, aspal, beton dan bahan
“  bangunan terjarrin kualitasnya.
BAB i

/PEMERIKSAAN TANAF, ASPAL, BETON
DAM BAHAN BANGUN/N

Pasal 4

Pemeriksaan f‘anah;_aspal. beten dan bahan bangunan di laboratorium
dalam Daerah adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksazn jenis tanah dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut :

1. Laboratorium tanah.
2. Sondir



b. Pemeriksaan jenis aspal dengan menggunakan alat-alat sabagai borikut :
1. Laboratorium aspal.
2. Job mix formula.
c. Pemeriksaan jenis beton dengan menggunakan alat-alat sebagai berikut :
1. Laboratoriurn beton dan bahan bangunan.
2. Mix design.
d. Pemeriksaan jenis bzhan bangunan dengan menggunakan alat-alat
sebagal berikut

Laborziorium bahan bangunan.

2. Batu bata.

3. Kayu.

4. Besl bertulang.
5. Mortal. .

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAR
Pasal 6
Wewenang dan tanggungiawad Pembinaan Pengujian Mutu Tanah, Aspal,
Beton dain Bahan Bangunan sebagaimana aimaksud Pasal 4 Keputusan ini

dilaksanakan oleh Kepala Daerah melalul Dinas Permukiman dan Prasarana
Wilayzh.

BAB Vi
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pangujien Mutu Tenah, Aspal, Beton dun Behan Bangunan
digoiongkan scbagai Refribusi vasa Usaha.

BAB Vi
TOLAK UKUR PENGGUNAAN JASA
Pasal?

| Tingkat penggunaan jasa diukur berdasuarkan pelayanan dan jangka waktu
panggunaan fasilitas yang disadiakan Daerah.



BAB Vil

PRINSIP DAN SASARAN DALAN PIENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS!

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besamysz tarif retribusi
didasarlkan pacia tujuan untuk mamperoleh keuntungan yang layak
sabagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha di bidang

jaca konstruksi yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga
pasar.

BAB IX

PENGUJIAN MUTU TANAH, ASPAL, BETON
DAN BAHAN BANGUNAM

Pasal 9
(1) Untuk setiap pengujicn mutu tanah, aspal, beton dan bahan bangunan
yang bergerak di bidang jasa konstruksi dipungut retribusi.
(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasa: ini, ditetapkan
sebagai berikut :

a. Pemeriksaan jenis tanah dengan mengygunakan alat-alat sebagai

berikut :
1. Laboratorium tanah sebesar .............. Rp. 250.000,-/sekali tes.
2. Sondir sebesar Rp. 500.000,-/sekali tes.

b. Pemeriksaan jenis aspal dengan menggunakan alat-alat sebagai

berikut :
1. Labuiatorium aspal sebesar .............. Rp. 250.000,-/sekali tes.\
2. Job mix fermula sebesar Rp. 500.000,~sekali tes.

.. Pemeriksaan jenis beton dengan menggunakan alaf-alat sebagai

barikur

1. Labcratorium baton sebesar .............. Rp. 25b.000.-/éekali tes.

2. Mixclasignsebesar ..................ceeven. Rp. 500.0C0,.-/sekali tes.
/

d. Pemeriksaan jenis bahan bangunan dengan menggunakan alal-alat
sebagal berikut :

1. Laboratorium bahan bangunan sebesai Rp. 100.00Q -/sekali tes.
2. Baiubatasebesar..........coeeiiien e Rp. 150.000,.-/sekali tes.
3. Ko SOBOSEI .....c.cvcises sasvovsinnass N Rp. 150.C00,-/sekali tes.
4. Besl bertulang sebesar ..................... Rp. 150.000,-/sskali tes
5. Mortalsebesar...........ccoevvvvivininn e Rp. 150:000,-/'sekali tes



BAB X
WIL.AYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut aalam Caerah tempat pclayanan jasa dan
fasilitas diberikan.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi Pengujian Mutu Tanah, Aspal, Beton dan Ranan Bangunan
adalan jangka waktu yang lamanya akan ditetapkan oleh Kepeala Daerah.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKR[ atau deckumen
lain yang dipersamakan.

- BAB Xli
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 13

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

(2) SPAORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan
jelas, benar dan iengkap seita ditenda tangani oleh Wajib Retribusi atau
kuasanya.

(3) Bentuk isi, serta tata caia pengisian dar penyampaian SPJORD
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapken oleh Kepala
Daerah.

BAB Xil}
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Berdasaikan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1)
Keputusan ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menarbitkan SKRDD
atau dokumen lainnya yang diperseamakan.

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dckumen lain yang
cipersamekan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh
Kepala Daerah.



BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborocngkan.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dolkumen lain yang

dinersamakan.
BAB XV
SANKSI ADMINISTRAS!

Pasal 16

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak mombayar tepat pada \vaktunya atau
kurang mernhbayar, dikenakan sanksi administrasi berupa tunga 2% (dua
persen) seiiap bulan dari rotribusi yang terhuteng atau kurang dibayar
dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Orang atai badan yang bergerak di bidang Jasa Konsuruksi serta telan
melanggar Pasal 4 Keputusan ini, maka aka 1 dikenakan sanicsi. :

BAB YVI
TATA CARA PENMBAYARAN RETVR!BUS!

Pasal 17

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus diiunasi sekaligus di muka.

(2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkarn jangka waktu pemakaian.
pembayaran refribusi dilakukan setelah Derakhirnya jangka wakte
pemakaian.

(3) Retribusi yany terhutang dilunasi pada uaat diterbitcanriya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(4) Tata cara pembayaran, penyetorar, tempat pembayaran retribusi diatur
dangan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XVli
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT, STRD, dan surat keputusan keberatan yang
menyebablcan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yany tidak
atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagily inslalui Baden
Urusan Fiutang dan l.elang Negara (BUPLN).

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-tindang.n yang berlaku.

BAB XVl
WEBERATAN ATAS PENETAFAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Wajib refribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen fain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
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Keberatar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indoresia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

Dalam hal ‘Vajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Waijib
Refribusi, wajib retribusi harus dapat membukiikan ketidak benaran
ketetapan ratribusi tersebut.

Kebaoratan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak SKRIY atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa janglka waktv itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatain yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimzksud
ayat (2) dan ayat (3) pasel ini, tidak dianggap sabagai surat keberatan,
sehingga tidek dipertimbar.gkan.

Pengajuan keberatan tidakk menunda kewajiban membayar retribus: dan
pelalisanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus membeti keputusan atas
keberatan yang diajukan.

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat herupa imeneriima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah tesarnya retribusi
yang terhutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1, pasal ini, telznh
lewat dan Kepala Daeral, tidak memberikan suatu keputusan, kebsratan
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

~ BAB XIX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMEAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

Atas keleblhan pembayaran retribusi, Wajib Kketribusi dapat merigajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daarah.

Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.

Apabila j:ngka waktu sebagaimana dimaksud ayar \2) pasal ini, tel: h
dilampaui dan Kepzla Daerah tidak memberikan suatu kepiitusan,
permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggan aikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkar dalam jangka waktu paiing lama 1 (satu)
bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihian
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
zyat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (duz )
bulan sejak diterbitkan-nya SKRDLB.

Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikar imbalan bunga
sebesar 2% (dua perscn) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan retribusi tersebuit.



Pasal 22

(7) Permohonar pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
sacara tertulis kepada Kepala Daerah dengan seliurang-kurangnya
menyebutlan:

a. nama ¢an alamat wajib retribusi;
b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran;
d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohcnan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
Jangsung atau melaiui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 23

(1) Pengembatian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat
Parintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) Keputusan ini,
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga terlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memberhatikan
kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasar. re*nbusn ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

BAB XXI
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 28

(1) Hak wuntuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelat
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saaf terhutangnye
retribusi, kecuali apabila melakukan tindak vidana di hidang retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana diinaksua ayat (1) pasa! ini
tertanggtin apabila:

a. diterbitkannya surat teguran; atau
b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajio Retribusi baik langsung
maupuin tidak langsung.



BAB XXl
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 26

(1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara IKhusus
Penerima Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, atau petugas
vang ditunjuik.

" (2) Selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesudah penetimaan semua hasil

§ pungutan yatribusi yang dilakukan oleh Dinas Permuximan dan
Prasarana Wilayah, Bendahara Khusus Penerima harus sudah
menyetorkziinya ke Bank Sumatera Selatan Cabang Kota Palembang.

BAB XX\l
FENUTUP
Pasal 27

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuari yang tidak
l sejalan dengan Keputusan ini, cinyatakan tidak berlaku.

‘ Pasal 28

(1) Dinas Permukiman dan Prasarana WllayaH sebagai' Instansi Teknis
pelaksana Kepututan ini.

(2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang merupakan Koordinator
pungutan Reiribusi Daerabh.

Pasal 29
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, rnemerintahkan
pengundangan Keputusan ini, cengan pensmpatanniya da'am Lembaran
Daerah Kota Falerbang.

' Ditetapkan di Palembang
padatanggal /3 Jun/ 2003
Dxundangkan di Palembang
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